
60 
 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

 Sekutu aktif sebagai pengurus CV dapat melakukan kepengurusan 

terhadap CV, melakukan perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga, serta 

untuk mewakili CV baik di luar maupun di dalam Pengadilan. Dalam hal 

suatu CV dimohonkan pailit oleh pihak yang berkepentingan, maka sekutu 

aktif bertanggung jawab secara penuh atas utang-utang CV yang tidak dapat 

terbayarkan tersebut. Sebagai sekutu aktif, maka harus mengutamakan 

pengurusan CV dengan memperhatikan kepentingan sekutu-sekutu lain, baik 

sekutu aktif maupun pasif, sehingga di dalam keadaan CV dimohonkan pailit 

oleh pihak yang berkepentingan, maka sekutu di dalam CV harus tetap 

memperhatikan kepentingan bersama dari CV tersebut. Dalam hal terdapat 

aset-aset yang dapat dijual untuk menyelamatkan CV dari kepailitan, sekutu 

aktif seharusnya melakukan penjualan tersebut dan hal ini dilakukan guna 

menyelamatkan aset-aset lainnya sebelum putusan pailit dijatuhkan dan oleh 

Hakim penguasaan terhadap aset-aset tersebut akan diberikan kepada Kurator. 

 Berkaitan dengan penolakan penjualan aset oleh sekutu aktif yang 

merupakan pecandu narkotika, maka dapat disimpulkan bahwa seorang 

pecandu narkotika bukan merupakan pihak yang dapat dianggap sebagai orang 

yang cakap, karena seorang pecandu narkotika tidak dapat menggunakan 

pikirannya secara sehat karena zat narkotika dapat menghilangkan kesadaran 

dari penggunanya dan apabila digunakan secara terus menerus dapat 

menyebabkan kerusakan permanen kepada fisik dan mental dari pecandunya.  

 Seorang yang tidak cakap berarti tidak dapat melakukan perbuatan hukum 

kecuali orang yang bersangkutan mengajukan permohonan pendewasaan atau 

diwakilkan oleh pengampu apabila orang tersebut ditaruh di bawah 

pengampuan. Oleh karena itu, apabila seorang yang merupakan pecandu 

narkotika dan merupakan sekutu aktif di dalam CV, seharusnya tidak dapat 
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melakukan penolakan penjualan aset yang dari penjualan aset tersebut dapat 

menyelamatkan CV dari kepailitan. 

5.2 Saran 

 Untuk pemerintah, masih sedikit sekali peraturan yang mengatur tentang 

hal-hal yang berkaitan dengan CV, dan KUHD dirasa kurang relevan lagi di 

masa sekarang mengingat pesatnya perkembangan zaman yang diikuti juga 

dengan berkembangnya kebiasaan-kebiasaan atau perilaku-perilaku yang 

dilakukan dalam hal-hal yang berkenaan dengan CV, maka penulis rasa perlu 

dibuat peraturan yang membahas hal bersangkutan, untuk meminimalisir 

resiko untuk terjadinya sengketa maupun untuk mengurus hal-hal yang 

sifatnya administratif. Peraturan mengenai kecakapan bertindak dari seorang 

pecandu narkotika dalam melakukan perbuatan perdata juga harus dikaji lebih 

lanjut oleh pemerintah, mengingat seorang pecandu dapat kehilangan 

kesadarannya baik ketika menggunakan atau karena efek yang di dapatkan 

karena sudah kecanduan narkotika. 

 Untuk para pihak yang terlibat dalam sengketa, apabila terdapat pecandu 

narkotika yang menjadi sekutu aktif suatu CV, lebih baik untuk tidak 

melibatkan pecandu narkotika tersebut atau menunggu pecandu tersebut 

melakukan rehabilitasi terlebih dahulu sebelum menjadi sekutu di dalam CV. 

Dalam hal pecandu narkotika pengurus tersebut adalah keluarga dari pengurus 

CV lainnya, maka sangan disarankan untuk mengajukan pengampuan dan 

melakukan penunjukan pengganti dari pecandu narkotika tersebut apabila 

pecandu tersebut merupakan direktur dari CV.  
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